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ABSTRAK

Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh berbagaifaktor, antara lain sosialisasi
Sosialisasi tentang pajak akan mempengaruhi kelancaran pembayaran pajak, maka Penulis menyusun skripsi
dengan judul seperti diatas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaruh sosialisasi
Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak serta seberapa besar pengaruh sosialisasi Pajak
Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh wajib
pajak yang berjumlah 314.809 orang. Sampel diambil sebesar 100 wajib pajak dengan menggunakan teknik
area proporsional random sampling. Variabel yang diungkap sebanyak 2 variabel yaitu variabel sosialisasi
pajak bumi dan bangunan (X) dan variabelkepatuhan wajib pajak (Y). metode pengumpulan data yang
digunakan adalah metode angket dan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis
deskriptif prosentase dan teknik analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat sosialisasi pajak bumi
dan bangunansebesar 70,25% (tinggi) dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 75,70% (tinggi). Melalui
analisis regresi diperoleh Fhiung Sebesar 23,829 lebih besar dari Funer dengan taraf signifikan sebesar 3,938.
Sosialisasi pajak bumi dan bangunan memberikan sumbangan 19,6% sedangkan 80,4% adalah faktor — faktor
lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak diungkap dalam penelitian ini.

Kata kunci : pajak bumi dan bangunan, wajib pajak, kecamatan di tangerang

ABSTRACT

Compliance with paying land and building taxes is influenced by various factors, including socialization.
Socialization about taxes will influence the smooth payment of taxes, so the author wrote a thesis with the title
as above. The problem in this research is how much influence the socialization of Land and Building Tax has
on taxpayer compliance and how much influence the socialization of Land and Building Tax has on taxpayer
compliance. The population in this study includes all taxpayers, totaling 314,809 people. The sample was taken
from 100 taxpayers using area proportional random sampling technique. The variables revealed are 2 variables,
namely the land and building tax socialization variable (X) and the taxpayer compliance variable (Y). The data
collection methods used are the questionnaire method and documentation method. The data analysis technique
uses descriptive percentage analysis techniques and regression analysis techniques. The research results show
that the level of socialization of land and building tax is 70.25% (high) and the level of taxpayer compliance is
75.70% (high). Through regression analysis, it was obtained that Fcount was 23.829 which was greater than
Ftable with a significance level of 3.938. Land and building tax socialization contributed 19.6%, while 80.4%
was other factors that influenced taxpayer compliance which were not revealed in this research.

Key words: land and building tax, taxpayers, sub-districts in Tangerang

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau

mengadakan perubahan — perubahan kearah keadaan yang lebuh baik. Pembangunan yang ingin dicapai
bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baikmateriil
maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang Dasar 1945. Demi terciptanya
pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau
tatanan yang telah ditentukandidalam pemerintah negara Indonesia.
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Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahap — tahap
pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pokok —
pokok lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional.Untuk meningkatkan dan
menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur
pemerintah, yang pelaksanaan dan penggunaannya juga diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan
efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik.Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat
penting dalam pengelolaan pendapatan untuk menggali sumber pendapatan guna membiayai
pembangunan.Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah adalah menyerap dari sektor
pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain.Dengan
digulirkannya reformasi dibidang perpajakan yang ditandaidengan duundangkannya Undang — Undang
Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang — Undang Nomer 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disamping itu juga Undang — Undang Nomer 12
Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomer 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan. Dari Undang — Undang tersebut terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam
perpajakan.Adanya perubahan menimbulkan akses yang besar bagi wajib pajak. Salah satunya adalah
menurunnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya karena dasarnya atau ada
kecenderungan wajib pajak nerasa keberatan kalau harta yang telah dikumpulkan atau diperoleh sebagian
disetorkan kepada negara. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebutdiperlukan suatu perangkat untuk
menggugah kepatuhan wajib pajak. Perangkat tersebut dapat berupa sosialisasi yang diberikan kepada
wajib pajak akan kesadaran wajib pajak dalam hal pembayaran pajak.Kesadaran untuk menjadi wajib
pajak yang patuh merupakan salahsatu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran
pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak
pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan
ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan
wajib pajak sendiri.

Masih cukup banyak rakyat yang tidak sadar akan kewajiban — kewajibannya, yang seharusnya
mereka malu bahwa untuk kepentingan —kepentingannya, untuk kepentingan anak cucunya mereka
enggan memenuhi kewajibannya yang hanya setahun sekali dan jumlahnya tidak seberapa. Dapat
diumpamakan bahwa mereka yang hidup demikian adalah bagaikan benalu yang ingin hidup secara
menumpang pada kehidupan orang lain yang sadar akan kewajibannya. Mereka tidak sadar untuk
memenuhi kewajiban PBB-nya seakan buta atau menutup mata akan adanya jalan — jalan dan sarana
perhubungan lainnya yang mereka gunakan setiap hari. Mereka buta atausengaja membutakan dirinya
terhadap segala sesuatu yang mereka perlukan, yang adanya sarana — sarana dan aparatur memerlukan
sejumlah biaya besar.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga
timbul disetiap kalbu wajib pajak yang hidup bernasyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan
akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan
melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita — cita rakyat / penduduk hidup dalam negara yang adil dan
makmur dalam lingkup nilai — nilai Pancasila dan UUD 1945. Setiap rakyat/penduduk harus sadar bahwa
kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan
jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan
pengorbanan itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi.

Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari
diri wajib pajak. Sehingga wajib pajak sadar akan kewajiban — kewajibannya dalam hal membayar pajak,
khususnya Pajak Bumidan Bangunan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusunan skripsi ini memilih judul “ Pengaruh
Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Tangerang «.

B. Permasalahan
Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihanjudul, maka dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
1. Bagaimanakah tingkat sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan diKecamatan Tangerang ?
2. Bagaimanakah tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tangerang ?

3. Seberapa besar pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadapkepatuhahan wajib pajak
di Kecamatan Tangerang ?
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Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah :

1. Untuk mengungkap tingkat sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan diKecamatan Tangerang.
2. Untuk mengungkap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tangerang.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sosialisasi Pajak Bumi danBangunan terhadap
kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tangerang.

Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang Pajak Bumi danBangunan.

2. Memperoleh pengetahuan tentang usaha peningkatan pajak khususnyaPajak Bumi dan Bangunan
di Kecamatan Tangerang.

3. Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh dinas yangmengurusi Pajak Bumi dan
bangunan

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perpajakan

1.

Pengertian Pajak

Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli,antara lain :
Definisi pajak menurut Usman dan Subroto :
Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang —
undangan yang hasilnya digunakanuntuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya
tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dipaksakan.

Definisi menurut Rahmad Soemitro :

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang — undang( yang dapat dipaksakan ) dengan
tidak mendapat jasa timbal ( kontra prestasi ), yang secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja :

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma —
norma hukum guna menutup biayaproduksi barang — barang dan jasa kolektif dalam mencapai
kesejahteraan umum.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau
pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum ( negara ) untuk memasukkan uang
kedalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pungutannya dapat
dipaksakan.

Pengelompokan Pajak
2.1 Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya ( Mardiasmo,2003: 5).
a. Pajak Langsung
adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi
beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan ( PPh).
b. Pajak Tidak Langsung
adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepihak lain. Contoh : Pajak
Pertambahan Nilai ( PPN ).
2.2 Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya ( Mardiasmo, 2003 : 5).
a. Pajak Subyektif
adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan padasubyeknya dalam arti memperhatikan
keadaan diri wajibpajak.
b. Pajak Obyektif
adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpamemperhatikan keadaan diri wajib pajak.
2.3 Pengelompokan Pajak Menurut Pemungutannya ( Mardiasmo,2003 : 6 ).
a. Pajak Pusat
adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah
tangga negara. Contoh : PPh, PBB.
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b. Pajak Daerah
adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah
tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame.

3. Fungsi Pajak
Fungsi pajak menurut Rahmad Soemitro dalam bukunya yangberjudul “ Pajak dan Pembangunan “ ada
dua, yaitu :

3.1.

3.2.

Fungsi sumber keuangan negara ( budgetair )
Dalam fungsi ini pungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak — banyaknya kedalam
kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran
negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan ~ mekanisme

pemerintahan maupunpengeluaran untuk membiayai pembangunan.
Fungsi mengatur ( regularend )
Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajakmemberikan dorongan kepada pengusaha untuk
memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para
penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan mengeluarkannya antara lain kesektor
produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih baik,
sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk
mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

4. Asas — Asas Pemungutan Pajak
Didalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asa — asas
pungutan pajak ( Mardiasmo, 2003 : 7), yaitu :

4.1.

4.2.

4.3.

Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut bagi orang — orangyang bertempat tinggal di Indonesia.

Asas domisili ( tempat tinggal )

Pajak pendapatan dipungut bagi orang — orang yang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan
menurut keadaan.

Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidakmemperhatikan subyek — subyek tempat
tinggal. Disamping asas— asas berpedoman pada hal tersebut diatas, ada pungutan pajakyang
dilandasi oleh falsafah hukum.

Ada beberapa teori pajak yang dilontarkan dari jaman kejaman, yaitu :

a. Asas sumber penghasilan
Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segal kepentungannya seperti
keselamatn jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas — tugas negara itu seperti halnya dengan
perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

b. Teori kepentingan
Teori ini memperhatikan memungut pembagianbeban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan
tetapi karenateori ini membenerkan adanya hak pemerintah untukmemungut pajak dari rakyat
dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan
masing — masing orang dalam tugaspemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang —
orang besarta harta bendanya.

C. Teori bakti

Menurut teori ini seorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana
persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap — tiap individu menyadari tugas sosial
sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori daya pikul
pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan
pajak tidak harus sama besarnya untuk setiap orang, jadi beban pajak harus sama sesuai dengan
pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran
belanja seseorang.

B. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB)

1.

Pengertian Dasar

1.1. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan
Sebelum lahirnya Undang — Undang Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia telah ada IPEDA
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1.2.

1.3.

yaitu iuran pembangunan daerah. Akan tetapi landasan hukum IPEDA kurang jelas. Danselain
IPEDA masih banyak punutan lain yang obyeknya sama yaitu tanah dan bangunan sehinga
memberatkan masyarakat, antaralain pajak rumah tangga, pajak kekayaan pajak jalan, pajak
hasil bumi dan lain — lain.

Oleh karena itu dikeluarkanlah Undang — Undang nomor 12tahun 1985 yang mengatur tentang
Pajak Bumi dan Bangunan dan disempurnakan dengan Undang — Undang nomer 12 tahun
1994,

Dasar Hukum Pajak Bumi dan bangunan

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah
diubah dengan UU No 12 Tahun 1994,

Asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

a. Memberikan kemudahan dan kesedarhanaan

b.  Adanya kepastian hukum

C. Mudah dimengerti dan adil

d. Menghindari pajak berganda

Pengertian Bumi dan Bangunan

Pengertian bumi adalah seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Secara
umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah, termasuk pekarangan, swah, empang,
perairan pedalaman, serta laut di wilayah Indonesia.

Pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada
tanah atau perairan. Termasuk pengertian bangunan yang dikenakan pajak adalah bangunan
tempat tinggal (rumah), gedung kantor, hotel, danlainnya.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplekbangunan

Jalan tol

Kolam renang

Pagar rumah

Tempat olahraga

Galangan kapal, darmaga

Fasilitas lain yang memberikan manfaat

—® Qo0 oW
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2. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.
2.2.

2.3.

Yang menjadi obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan.

Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan
bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan
perhitunganpajak yang terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperlukan faktor
— faktor sebagai berikut :

a. Letak

b. Peruntukan

C. Pamanfaatan

d. Kondisi lingkungan dan lain — lain

Pengecualian Obyek Pajak
Obyek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan bangunanadalah obyek pajak yang :

a. Digunakan semata — mata untuk melayani kepentingan umumdan tidak mencari
keuntungan.

Dibidang ibadah, contoh : Masjid, gereja.

Dibidang kesehatan, contoh : rumah sakit.

Dibidang pendidikan, contoh : madrasah, sekolah.

Dibidang sosial, contoh : panti asuhan.

Dibidang kebudayaan, contoh : musium.

Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dansejenisnya.

Merupakan hutan lindung, swaka margasatwa, tanah negarayang belum dikenai suatu
hak.

Se@ o a0o
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I.  Digunakan untuk perwakilan diplomat.

2.4. Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Penentuan pengenaan
pajak diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3. Subyek Pajak
3.1. Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas
bumi  atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda
pembayaran/pelunasan pajakbukan merupakan bulti pemilikan hak.
3.2. Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor a yangdikenakan kewajiban menjadi
wajib pajak.

C. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan ( lebih dikenal dengan istilah PBB ) adalah pajak tidak langsung yang
dikenakan atas harta tidak gerak berupa bumi dan bangunan. Pajak ini termasuk pajak obyektif karena
yang dipentingkan adalah keadaan obyeknya, bukan subyeknya. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan
untuk kepentingan masyarakat didaerah yang bersangkutan.

Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
Secara lebih umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah, termasuk tanah pekarangan, sawah,
empang, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang
ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Dengan diundangkannya undang — undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
oleh pemerintah, dimana pemerintah mengadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan
sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta
memenuhi haknya dibidang perpajakan sehingga mewujudkan perluasan dan penigkatan kesadaran
kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Keadaan untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segalakewajibannya perlu dibina sehingga
timbul disetiap kalbu rakyat / penduduk yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian maka roda
pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat / penduduk itu sendiri dan lancarnya roda
pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita — cita rakyat / penduduk hidup dalam
negara yang adil makmur dalam lingkup nilai — nilai Pancasila dan UUD 1945. setiap rakyat harus sadar
bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk
melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar
berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingan sendiri dari generasi ke generasi.

Masih cukup banyak rakyat yang tidak sadar akan kewajiban — kewajibannya, yang seharusnya
mereka malu behwa untuk kepentingannya mereka enggan memenuhi kewajibannya yang hanya setahun
sekali dan jumlahnya tidak seberapa. Dapat diumpamakan bahwa mereka yang hidup demikian adalah
bagaikan benalu yang ingin hidup secara menumpang pada kehidupan orang lain yang sadar akan
kewajibannya. Mereka yang tidak sadar untuk memenuhi kewajiban PBB-nya seakan — akan buta atau
menutup mata akan adanya sarana dan prasarana yang meraka gunakan setiap hari. Mereka buta atau
sengaja membutakan diri terhadap segala sesuatu yang mereka perlukan.

Untuk meningkatkan atau menimbulkan kesadaran akan kewajiban dalam hal pembayaran pajak
diperlukan suatu sosialisasi. Sosialisasi dilakukan sekiranya dapat langsung mengenai sasaran yaitu
wajib pajak.Sehingga diharapkan mereka sadar akan kewajibannya.

D. Kepatuhan wajib pajak

Sebagai warga negara kita semua harus menyadari kewajiban — kewajiban kita terhadap negara
sebagai imbalan atas perlindungan dan hak — hak yang diberikan negara terhadap kita. Dengan lain
perkataan “ tidak sepatutnya Kita menerima atau menuntut berbagai hak dari negara, sedangkan kita
mengabaikan kewajiban — kewajiban kita terhadap negara “. Sebagaiinsan Pancasila kita harus pandai
menerima dan pandai pula memberi dan ini namanya “ pandai bergotong royong dan dalam kehidupan
bermasyarakat “. Kita menghendaki agar negara menciptakan bagi kita semua kehidupan yang adil
makmur lahiriah batiniah dan kita harus mewujudkan kewajiban — kewajiban kita terhadap negara dengan
sebaik — baiknya. Negara telah memberikan hasil — hasil pembangunan melalui kegiatan pemerintahan
yang meliputi segala bidang ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan
sehingga kehidupan kita semua menjadi maju dan berkembang dalam suatu negara yang aman dan kuat
bebas dari segala gangguan dan rongrongan dan untuk itu kita harus sadar akan kewajiban — kewajiban
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kita semua terhadap negara, terutama dalam soal pembiayaannya, karena semua hasil pembangunan harus
dibiayai. Salah satu kewajiban kita dalam hal ini ialah sadar dan penuh tanggung jawab menyerahkan
sejumlah uang pajakyang diatur oleh undang — undang. Dalam Negara Republik Indonesia yang
kehidupan rakyat danperekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairandan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, bagi mereka yang
memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat
sesuatu hak dan kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian darikenikmatan yang diperolehnya
kepada negara melalui pajak ( bagian umum UU No 12 Th 1985).
Kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan membutuhkan kepatuhan yang tinggi dari
wajib pajak. Sedangkan pengertian dari kepatuhan mengandung unsur sebagai berikut :
1. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subyek pajak terhadap obyek pajak.
2. Adanya sikap setuju dari subyek.
3. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan sikapyang telah dimilikinya
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajibpajak dapat dilihat dari
sikap dan perilaku yang diperlihatkan, meliputi :
1. Pendaftaran NOP dan Pengisian SPOP
Nilai Obyek Pajak (NOP) adalah harga rata — rata yang diperoleh daritransaksi jual beli yang
terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Obyek Pajak ditentukan
melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis.
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk
melaporkan data obyek menurut ketentuan Undang — undangPajak Bumi dan Bangunan.
SPOP harus diisi dengan jelas dan benar serta ditandatangani dandisampaikan kepada Dirjen Pajak.
Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah :
Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga
tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri.
Benar berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yangsebenarnya.
2. Waktu pembayaran
Mengingat pentingnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pelaksanaan pembangunan, maka
dalam membayar pajak hendaknya tepat waktu, karena membayar Pajak Bumi dan Bangunan
melewati batas waktupembayaran akan menghambat pembangunan. Setiap wajib pajak menurut
SPPT, mereka harus membayar pajak terhutangnya dalam waktu 6 bulan terhitung sejak saat
diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Sehingga apabila wajib pajak terlambat membayar pajaknya
akan dikenakan denda.
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METODE PENELITIAN

A

Populasi

Populasi adalah sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang
sama ( Sutrisno Hadi, 2000 : 20 ). Papulasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di
Kecamatan Tangerang. Berdasarkan data dari dokumen yang ada, wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan
Bangunan di Kecamatan Tangerang berjumlah 314.809 orang. Dengan perincian berdasarkan tiap — tiap
kecamatan di Kecamatan Tangerang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jumlah Wajib Pajak PBB dirinci menurut Kecamatan di Kab. Kudus

No| Wilayah| Kecamatan| Jumlah Wajib Pajak
1 | Tengah | Kota 23.357
Bae 23.593
2 | Timur | Mejobo 31.676
Jekulo 43.955
3 | Selatan | Jati 34.891
Undaan 34.006
4 | Barat Kaliwungu| 31.419
5 | Utara Gebog 43.530
Dawe 48.382
Jumlah S 314.809
Sumber : Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kecamatan Tangerang

Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah penduduk yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang
sama ( Sutrisno Hadi, 2000 : 221 ). Teknik pengambilan sampel dengan cara area proposional random
sampling. Di Kecamatan Tangerang terdapat 9 kecamatan yaitu Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo,
Jekulo, Bae, Gebog, Dawe. Dari 9 kecamatan tersebut dibagi menjadi 5 wilayah yang terdiri dari wilayah
tengah yang diwakili kecamatan Kota, wilayah timur diwakili kecamatan Jekulo, wilayah selatan
diwakili kecamatan Jati, wilayah barat diwakili kecamatanKaliwungu, wilayah utara diwakili kecamatan
Gebog. Masing — masing kecamatan diambil sampel sesuai dengan jumlah populasi tiap kecamatan dibagi
jumlah populasi kelima kecamatan yang mewakili wilayah dikalikan seratus. Sehingga jumlah sampel
dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Validitas dan Reliabilitas Instrument

1. \Validitas Instrument
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu
instruman ( Suharsimi Arikunto, 1997 : 160 ). Uji validitas menggunakan rumus Korelasi Produk

Momen.

N-XY T “gX0o-Y"
X2— X Y*-Y

1 . \/NZ (Z 2

Fiv ()



Vol. 1 No. 13 Nov 2023 STIE TRIGUNA TANGERANG

Keterangan :
ry = Koefisien korelasi antara skor x dan skor yN = Jumlah responden
XY = Jumlah hasil perkalian antara skor x dan skor y
nX .

Y = jumlah seluruh skor X
J
[ X 2 = Jumlah seluruh skor Y

2

Y = Jumlah seluruh kuadrat skor X

= Jumlah seluruh kuadrat skor
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Kaidah pengambilan kesimpulan sebagai berikut :
Jika rhitung > rael, Maka instrumen itu mempunyai validitas yang

tinggi;

Jika hiung < reaper, Maka instrumen itu untuk faktor tertentu tidak

valid

Berdasarkan tabel r nilai untuk N = 15 diketahui nilai rupe; = 0,514 pada taraf signifikan 5%
atau taraf kepercayaan 95%. Sedangkan nilairaiung yang diperoleh adalah sebagai berikut

a. Variabel sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dihitung setiapbutir pertanyaan
memperoleh hasil ( lampiran 2) :
Tabel 3.3. Hasil Uji Coba Angket Sosialisasi PBB

N Ryy Rtabel Kriteria No Fxy ' tabel Kriteria
1 0,713 0,514 Valid 8 0,556 0,514 Valid
2 0,559 0,514 Valid 9 0,730 0,514 Valid
3 0,572 0,514 Valid 10 0,619 0,514 Valid
4 0,635 0,514 Valid 11 0,591 0,514 Valid
5 0,720 0,514 Valid 12 0,518 0,514 Valid
6 0,560 0,514 Valid 13 0,707 0,514 Valid
7 0,673 0,514 Valid 14 0,580 0,514 Valid
b. Variabel kepatuhan wajib pajak setiap butir pertanyaan memperolehhasil ( lampiran 3) :
Tabel 3.4. Hasil Uji Coba Angket Kepatuhan Wajib Pajak
No R Xy 'tabel Kriteria No rxy 'tabel Kriteria
1 0,580 0,514 Valid 6 0,670 0,514 Valid
2 0,760 0,514 Valid 7 0,730 0,514 Valid
3 0,598 0,514 Valid 8 0,644 0,514 Valid
4 0,813 0,514 Valid 9 0,630 0,514 Valid
5 0,588 0,514 Valid 10 0,642 0,514 Valid
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Sesuai pengambilan kesimpulan, apabila rhiung > ranet maka dapat dikatakan bahwa ada korelasi positif
antara item pertanyaan dari masing — masing faktor dengan total itemnya. Dengan demikian instrumen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

2. Reliabilitas Instrument
Reliabilitas dimaksud untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau
diandalkan. Untuk menghindarireliabilitas atau tidaknya suatu instrumen perlu dilakukan try out, yang
hasilnya ditabulasikan dalam tabel analisis butir soal. Reliabilitas dihitumg dengan rumus Alpha :Hasil
yangdiperoleh dari perhitungan reliabilitas tersebut dikonsultasikan dengan riper product moment dengan
taraf signifikan 5%. Apabila rhiung lebih besar rupel berarti instrumen tersebut dinyatakan reliabel.
Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas  instrumendiperoleh hasil sebagai berikut :
a. Variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Diperoleh hasil perhitungan reliabilitas sebesar 0,867 sedangkan riwper dengan taraf signifikan 5%
pada N = 15 adalah 0,514. Karena ri1 > ruase maka instrumen dinyatakan reliabel dan dapat
digunakan untuk mengambil data (lampiran 6).
b. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Diperoleh hasil perhitungan reliabilitas sebesar 0,843 sedangkan rwper dengan taraf signifikan 5%
pada N = 15 adalah 0,514. Karena ri1 > ruase maka instrumen dinyatakan reliabel dan dapat
digunakan untuk mengambil data (lampiran 7).

D. Analisis Data
Metode analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh
suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini karena data — data yang diperoleh berupa angka — angka maka
digunakan analisis statistik sebagai pengolahan data — data tersebut. Teknik analisis yang digunakan
adalah :
1. Analisis Deskriptif Prosentase
Metode ini untuk mengkaji variabel — variabel yang ada pada penelitian ini yaitu
mengetahui seberapa besar alternatif jawaban dari tiap — tiap indikator yang mewakili masing —
masing variabel.

Rumus :

o N

o= N x100%
Keterangan: N = Jumlah total

n = Nilai yang diperoleh

Hasil kuantitatif dari perhitungan dengan rumus diatas selanjutnya diubah atau ditafsirkan dengan kalimat
yang bersifat kualitatif. Dalam hal ini kepatuhan membayar pajak ditafsirkan secara kualitatif kedalam
lima kriteria. Untuk itu langkah yang dilakukanadalah sebagai berikut :

1. Menetapkan prosentase maksimal yaitu 100%

2. Menetapkan prosentase minimal yaitu 25%

3. Menetapkan rentangan prosentase yaitu 100% - 25% = 75%
4. Menetapkan interval prosentase 75% = 18,75%

Tabel 3.5. Kriteria Kepatuhan

No Interval Prosentase Kriteria
1 81,26 % - 100 % Sangat Tinggi
2 62,51 % - 81,25 % Tinggi
3 43,76 % - 62,50 % Rendah
4 25,00 % - 43,75 % Sangat Rendah
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2.2.

Kriteria sosialisasi pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskansebagai berikut :Sangat tinggi
berarti sosialisasi diberikan lebih sering dan wajibpajak memahami apa yang diberikan dalam sosialisasi
tersebut.

a. Tinggi berarti sosialisasi diberikan 2 — 3 kali dan wajib pajakmemahami apa yang diberikan dalam
sosialisasi tersebut.

b. Rendah berarti sosialisasi diberikan hanya 1 kali dan wajib pajakkurang memahami apa yang
diberikan dalam sosialisasi tersebut.

C. Sangat rendah berarti tidak pernah diadakan sosialisasi dan wajibpajak tidak memahami tentang
pajak bumi dan bangunan.

Kriteria kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagaiberikut :

a.  Sangat tinggi berarti wajib pajak dalam melakukan pengisian berkas sesuai dengan kenyataan dan
waktu melunasi pembayaran seketika setelah menerima SPT.

b.  Tinggi berarti wajib pajak dalam melakukan pengisian berkas sesuai dengan kenyataan tetapi waktu
melunasi pembayaran mendekati jatuh tempo.

c. Rendah berarti wajib pajak dalam melakukan pengisian berkas tidak sesuai dengan kenyataan dan
waktu melunasi pembayaran pada saat jatuh tempo.

d. Sangat rendah berarti wajib pajak dalam melakukan pengisian berkas tidak sesuai dengan
kenyataan dan waktu melunasi pembayaran sudah melewati jatuh tempo.

Analisis Regresi
Untuk mencari korelasi antara Sosialisasi Pajak Bumi danBangunan (X) dengan Kepatuhan Wajib
Pajak () digunakan langkah— langkah sebagai berikut :
2.1. Mencari koefisien korelasi antara Sosialisasi Pajak Bumi danBangunan dengan Kepatuhan Wajib
Pajak digunakan rumus :
No XYL L-XUUpYL

Keterangan : . \/ N Z X _(Z X )2 }{N ZY ’ _(ZY )2}

r = koefisien korelasi antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan dengan kepatuhan wajib pajak

X = variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan Y = variabel kepatuhan wajib pajak

Jika riwng > raber Maka ada hubungan positif antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan (X) dengan
kepatuhan wajib pajak ().

Jika rhiung < ranel maka tidak ada hubungan positif antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan (X) dengan
kepatuhan wajib pajak (Y).

Menentukan persamaan regresi antara X dengan Y dengan rumusY =a + bX

Keterangan :

X =variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunanY = variabel kepatuhan wajib pajak
a, b = koefisien korelasi
QYOI X200 D XL XYU

a= 2
nszjﬂjx
n:XYU ,DX,,DYU

) 2
N X< O00nX

b adalah koefisien arah regresi linier yang digunakan untuk menyatakan perubahan rata — rata variabel Y
untuk setiapperubahan variabel X sebesar satu unit. Jika b positif maka terjadi pertambahan dan jika
b negatif maka terjadi penurunan atau pengurangan.

3. Pengujian Hipotesis

3.1. Uji keberartian regresi dan uji kelinieran regresi
Untuk menguji hipotesa nol (Ho) yang menyatakan “ tidak ada pengaruh positif sosialisasi pajak
bumi dan bangunan dengan kepatuhan wajib pajak “ maka dilakukan uji keberartian dan uji
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kelinieran regresi. Uji keberartian dan uji kelinieran regresi dilakukan dengan menggunakan rumus
analisis varians :

Sumber Variasi | db JK KT Fhitung
Total N Y2 Y2
. 2 i 2
Regresi (a) 1 I9XYD n IrXYl n
Regresi (b/a) 1 — I =IK (b/a) —S82=JK(bla) 5
S
Residu N-2
) Cuy oy 2 reg
JKres:—‘DY oyYon _82: _2
res ) S
nl res
s2 1o IKLTCL [S7TCS’E
T Cocok K-2 JK(TC -
una Coco (TC) K2
82 _ JKUEL
Kekeli -K JK(E -
ekeliruan n (E) nCK
Keterangan :
JK (T) =ry?
C DYDZ
K (a) = TpXO00gYDoU
N
l
JK (b/a) =b [ XY [ B
0o n 7
JK (S) =JK (T) - JK (a) — JK (b/a)
U i 2.
K (E) =y Y
2 =
o n L

JK (TC) = JK (S) - JK (E)
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2
F=

S

SZ

Untuk menguji keberartian regresi. Jika Fniung > Fraber dengan dk yang bersesuaian maka koefisien regresi
berarti atau signifikan.

regres

S20TCO
F= J
S2EL

Untk menguji linieritas garis regresi. Jika Fniung > Frabeidengan dk yang bersesuaian maka persamaan
regresi tersebut berbentuk linier.

3.2. Mencari harga koefisien determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel sosialisasi pajak
bumi dan bangunan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Besarnya koefisien determinasi dapat dicari
dengan rumus sebagai berikut :
bing XY T Oy XONgYn noY iy
r2 —
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Gambaran Umum Kecamatan Tangerang

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Letak Geografis
Kecamatan Tangerang sebagai salah satu Kabupaten di JawaTengah, terletak
diantara 4 (empat) Kabupaten yaitu :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan KabupatenPati.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati. Sebelah Selatan berbatasan
dengan Kabupaten Grobogan.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara.
Secara geografis Kecamatan Tangerang terletak antara 110° 36" dan 110° 50" Bujur
Timur dan antara 6° 51" dan 7° 16’ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur
adalah 16 km dan dari utarake selatan 22 km.
Keadaan Iklim
Menurut Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus, suhu udara rata — rata di Kecamatan
Tangerang tahun 2004 berkisar antara 20,2° C sampai dengan 27,9° C. sedangkan
untuk kelembaban udara rata — rata bervariasi dari 73,6 persen sampai dengan
85,1 persen selama tahun 2004, jumlah curah hujan terbanyak pada bulan
Desemberyaitu 292 mm.
Pemerintahan

Secara administratif Kecamatan Tangerang terbagi menjadi 9 kecamatan
diantaranya yaitu Kecamatan Jati, Kecamatan Kota, Kecamatan Undaan,
Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, Kecamatan Bae,
Kecamatan Kaliwungu, dan Kecamatan Gebog. Kecamatan Tangerang terdiri dari
125 desa dan 7 kelurahan dengan 695 rukun warga (RW), 3.360 rukun tetangga
(RT), dan 321 dukuh atau lingkungan. Kecamatan Kota merupakan wilayah
Kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak yaitu 18 desa dan 7
kelurahan. Sebaliknya Kecamatan Bae merupakan wilayah Kecamatan dengan
jumlah desa terkecil yaitu 10 desa.

Jumlah penduduk Kecamatan Tangerang berdasarkan Survei Sosial
Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2001 tercatat sebesar 701,537 jiwa
dengan tingkat kepadatan sebesar 1.650,02 penduduk per km?.

Visi dan Misi Kecamatan Tangerang

Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tangerang tahun 2003
— 2008 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kecamatan Tangerang
No 3 tahun 2003 dijelaskan bahwa dalam rangka menjamin perencanaan sasaran
dan program prioritas penyelenggaraan negara perlu disusun suatu perencanaan
strategis yang memuat pandangan atau arah kedepan pemerintah daerah beserta
institusinya. Hal ini menyangkut cita — cita yang ingin diwujudkan dan kemana
instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara
konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Berkaitan dengan hal
tersebut visi Kecamatan Tangerang menurut Rencana Strategis Kecamatan
Tangerang Tahun 2003 — 2008 adalah :

Terwujudnya masyarakat sejahtera yang religius, berkeadilan dan
mandiri dalam hubungan yang kondusif didukung industri, perdagangan dan
pertanian yang berwawasan lingkungan.

Adapun misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi
Kecamatan Tangerang sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Tangerang
Tahun 2003 — 2008 adalah :

1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius dan solidaritas sosial
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Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berbudi luhur, terampil serta
berkeadilan disegala aspek dalam rangka persaingan diera global

Membentuk sistem hukum yang menghormati HAM menuju kesetaraan dan
kemandirian

Meningkatkan disiplin, ketertiban umum, dan stabilitas keamanan
Mewujudkan hubungan kerjasama antar industri didalam maupundiluar negeri
bagi pembangunan disemua aspek

Meningkatkan kemandirian ekonomi dengan memberi peluang yang lebih
besar dan proporsional kepada pihak swasta

Mengupayakan kemudahan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat
Mewujudkan tatanan kawasan modern yang berwawasan lingkungan dengan
memperhatikan konsenvasi alam dan pelestarian lingkungan hidup

ou ~ wh

~

© ©

2. Teknik Analisis Data
Banyak teknik analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian, sedangkan dalam
penelitian ini analisis yang akan digunakan guna mencari penyelesaian permasalahan
yang terhimpun dalam hipotesa yang diajukan adalah dengan menggunakan teknik
analisis deskriptif prosentase serta menggunakan analisis regresi.

2.1. Analisis Diskriptif Prosentase
Untuk mengetahui bagaimana tingkat Sosialisasi Pajak Bumidan Bangunan dan
tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, maka perlu dibuat satu kriteria. Untuk itu skoring
data yang diperoleh akandinyatakan dalam prosentase dengan rumus :

n
%= _—x100%
N

Keterangan :

% = prosentase nilai yang diperolehn = nilai yang diperoleh
N  =jumlah total

Dari hasil yang diperoleh dalam skoring data tersebut kemudian dikonsultasikan
dengan tabel penentuan kriteria yang ditentukan terlebih dahulu pada sikap
variabel yang diteliti.

Tabel 4.1. Kriteria Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

No | Interval Kelas Kriteria

1 |81,26 % - 100% sangat tinggi
2 162,51% -81,25% tinggi

3 |43,76 % - 62,50 % rendah

4 125,00 % - 43,75 % sangat rendah
Langkah — langkah penentuan kriteria untuk variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan
Bangunan dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Untuk menentukan tingkat sosialisasi pajak bumi dan bangunanpada penelitian ini
dihitung tiap kecamatan yang mewakili wilayahnya.Kecamatan tersebut adalah sebagai
berikut (lampiran 8) :
Tabel 4.2. Prosentase dan Kriteria Sosialisasi PBB Tiap Kecamatan

| No| Kecamatan | Prosentase yang diperoleh | Kriteria
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1 Kota 70,19 % Tinggi
2 Jekulo 69,57 % Tinggi
3 Jati 70,36 % Tinggi
4 Kaliwungu 69,15 % Tinggi
5 Gebog 71,73 % Tinggi

Untuk tingkat sosialisasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tangerang diketahui

sebagai berikut :

% =

_ 3934
5600

skoryangdiperoleh

x100%

skormaksimal

x 100%
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=70,25%

Berdasarkan perhitungan diatas sosialisasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan
Tangerang sebesar 70,25 % termasuk kriteria tinggi (lampiran 9).
b. Kepatuhan Wajib Pajak
Dengan langkah — langkah yang sama seperti diatas, maka dapat diketahui bahwa untuk
menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini adalah sebagai berikut ( lampiran 8 )

Tabel 4.3. Prosentase dan Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Tiap Kecamatan

No Kecamata Prosentase yang diperoleh Kriteria
n

1 Kota 77,88 % Tinggi

2 Jekulo 75,10 % Tinggi

3 Jati 74,88 % Tinggi

4 Kaliwung 75,97 % Tinggi
u

5 Gebog 75,63 % Tinggi

Untuk tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tangerang diketahui sebagai berikut :
0 = skoryangdiperoleh x 100%
o sy

skormaksimal

3028
4000

X 100% -
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rxy:

=7570%

Berdasarkan perhitungan diatas tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 75,70 % dan termasuk
kriteria tinggi ( lampiran 9 ). Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan
wajib pajak dalam hal membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan termasuk
kategori tinggi.

2.2. Analisis Regresi

Mencari Korelasi ~ Antara  Sosialisasi Pajak  Bumi
danBangunan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak
a. Untuk menentukan hubungan antara Sosialisasi Pajak Bumidan Bangunan dengan
Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten
Kudus digunakan rumus :
Ny XY I XTI Y
0N-X 2 2 2 2
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Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil r xy = 0,442 dan setelah diknsultasikan dengan

r tabel dengan taraf signifikan 5 % dengan N = 100 sebesar 0,195. jadi r hitung >
r tabel maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif

antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan dengan kepatuhanwajib pajak di Kecamatan
Tangerang (lampiran 12).

b. Untuk mengetahui pengaruh antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap
kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tangerang digunakan rumus persamaan regresi
(lampiran 10):

Y =a+bX

Dari hasil analisis diperoleha = 52,480

b=0,331

Jadi persamaan regresi linier dalam penelitian ini adalahY = 52,480 + 0,331 X
Hal itu mengandung makna :

Jika sosialisasi pajak bumi dan bangunan 0 maka kepatuhannya 52,480.

Koefisien regresi variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan sebesar 0,331 mengandung
makna bahwa setiap perubahan nilai variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan
sebesar 1 satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,331

2.3. Pengujian Hipotesis

231 Uji keberartian regresi dan uji kelinieran regresi

Untuk menguji hipotesa nol (Ho) yang menyatakan “tidak ada pengaruh sosialisasi pajak bumi
dan bangunanterhadap kepatuhan wajib pajak “, dilakukan uji keberartian. Dan untuk
menguji apakah regresi itu linier atau tidak maka dilakukan uji kelinieran. Uji keberartian
dan uji kelinieran lakukan dengan rumus analisa varians. Dimana setelah dilakukan
perhitungan diproleh hasil sebagai berikut :
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Tabel 4.4. Ringkasan Analisis Varians antara Sosialisasi Pajak Bumi

dan Bangunan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber Variasi dk JK KT Fhit
Total 10 578575,0 578575,00
0
Regresi (a) 1 573049,0 573049,00
0
Regresi (b/a) 1 1080,857 1080,857 23,829
Residu 98 4445,143 45,389
Tuna Cocok 19 1322,311 66,116
Kekeliruan 79 3122,832 40,036 1,651

Dari hasil analisis F hitung = 23,829 sedangkan Ftabel = 3,938 dengan dk 1 lawan 98.

karena F hitung > F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi tersebut
berarti atau signifikan (lampiran 11).

2.3.2 Perhitungan Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya hubungan antara sosialisasi pajak bumi
dan bangunan dengankepatuhan wajib pajak. Setelah melalui perhitungan diperoleh
koefisien determinasi atau r? diperoleh hasil sebesar 0,196

(lampiran 12).

Dengan demikian sumbangan efektif dari sosialisasipajak bumi dan bangunan
terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 19,6 %. Melihat hasil yang rendah dapat
dipengaruhi oleh jawaban resaponden yang tidak sesuai harapan peneliti ataupun juga
ada faktor — faktor lain yang tidak diketahui peneliti. Sehingga perlu adanya penelitian
lebih lanjut.

Pembahasan

Dari hasil analisis deskriptif prosentase, tingkat sosialisasi pajak bumi dan
bangunan tiap kecamatan yang ada di Kecamatan Tangerang diketahui kecamatan Kota
sebesar 70,19 %, kecamatan Jekulo sebesar 69,57 %, kecamatan Jati sebesar 70,36 %,
kecamatan Kaliwungu sebesar 69,15 %, kecamatan gebog sebesar 71,73 %. Untuk
Kecamatan Tangerang sendiri juga termasuk dalam kriteria tinggi yaitu sebesar 70,25 %.
Sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak di tiap kecamatan memperoleh hasil,
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kecamatan Kota sebesar 77,88 %, kecamatan Jekulo sebesar 75,10%,kecamatan Jati
sebesar 74,88 %, kecamatan Kaliwungu sebesar 75,97 %, kecamatan Gebog sebesar
75,63 %. Untuk Kecamatan Tangerang sendiri juga termasuk dalam kriteria tinggi yaitu
sebesar 75,70 %. Jadi dapat diketahui menurut analisis deskriptif prosentase bahwa baik
sosialisasi pajak bumi dan bangunan maupun tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tinggi.

Dari analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara sosialisasi
Pajak Bumi dan Bangunan dan kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tangerang dengan
hasil regresi 0,442. Hasil regresi tersebut apabila dikonsultasikan dengan repe|pada taraf

signifikan 5% sebesar 0,195, maka
r > ltebel » artinya bahwa ada pengaruh sosialisasi Pajak

hiung Bumi dan
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Bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tangerang.

Dengan analisis regresi diperoleh persamaan Y = 52,480 + 0,331 X Hasil tersebut
memberikan arti bahwa setiap perubahan satu poin dipengaruhi oleh 0,331 sosialisasi.

Kemudian dari hasil perhitungan keberartian regresi diperoleh F hitung sebesar 23,829
sedangkan F tabel sebesar 3,938 dengan dk 1 lawan

98 pada taraf sigifikan 5%. Karena F hitung > F tabel maka dapat disimpulkan bahwa
hipotesa kerja (Ha) yang menyatakan “ada pengaruh antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan
terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tangerang” dapat diterima dan Ho yang
menyatakan “tidak ada pengaruh antara sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan
wajib pajak di Kecamatan Tangerang” ditolak.

Sedangkan sumbangan efektif variabel sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap
kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil sebesar 19,6 %, maka sisanya sebesar 80,4 % dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidakditeliti dalam penelitian ini. Faktor — faktor tersebut antara lain tingkat
pendidikan, tingkat pendapatan, dan alasan — alasan lain yang mungkinada dan belum terun
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